BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG
SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja
Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara,
maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan
situasi, kondisi dan perkembangan hukum saat ini,
sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022
tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah—daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari
Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 50);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Merit
Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2022 Nomor 53);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM
MERIT DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022
tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor
53) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) PNS wajib melakukan perekaman kehadiran pada setiap hari kerja sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

(3) PNS dianggap hadir apabila melakukan perekaman kehadiran pada mesin
presensi saat masuk kerja dan/atau pulang kerja dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Hari Senin sampai dengan hari Jumat perekaman kehadiran pada saat
masuk kerja dimulai satu jam sebelum ketentuan jam masuk kerja dan
perekaman pada saat pulang kerja dimulai sesuai ketentuan jam pulang
kerja dan paling lambat 6 (enam) jam setelah ketentuan jam pulang
kerja;

b. Pegawai yang melakukan perekaman kehadiran masuk kerja setelah
ketentuan jam masuk kerja dikategorikan sebagai datang terlambat;

c. Pegawai yang melakukan perekaman kehadiran pulang kerja sebelum
ketentuan jam pulang kerja dikategorikan sebagai pulang mendahului;
dan

d. Pegawai yang datang terlambat dan/atau pulang mendahului wajib
melakukan perekaman kehadiran pada mesin presensi.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Mei 2024

A BUPATI KARANGASEM, »

S <.

1 [ GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS PAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 13



